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PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  

 
NOMOR 1 TAHUN 2012  

 

TENTANG 
 

RETRIBUSI DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 

 
 

Menimbang : a. bahwa  dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka 
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau  Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Usaha Perikanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau  Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan,  Peraturan 
Daerah Provinsi Kepulauan Riau  Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Pos dan Telekomunikasi, 
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau  Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Retribusi Pelayanan Kelautan dan Perikanan, Peraturan 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau  Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau  Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi 
Pelayanan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan dan Peraturan 
Daerah Provinsi Kepulauan Riau  Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan, sudah tidak sesuai lagi 
oleh karena itu perlu ditinjau kembali;   

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung 

perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan 
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan di 
Provinsi Kepulauan Riau; 

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 
dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi 

Daerah; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1960 Nomor 104,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2043); 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan–

Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355); 

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4433) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5073); 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 



3 

 

12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5025); 
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059);   

15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5063); 
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5072); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan 

Pembebasan Untuk Ditera Dan atau Ditera Ulang Serta Syarat–

syarat bagi Alat-alat Ukur Takar, timbang Dan Perlengkapannya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan 

Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar 
Nasional Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3388); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3527); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan 

Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3528); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5070); 
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24. Peraturan Pemerintah  Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di 

Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5108); 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau  Nomor 3 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau  (Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau  Tahun 2008 Nomor 6); 
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau  Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau  Nomor 10); 
 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
 

dan 

 
GUBERNUR  KEPULAUAN RIAU  

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.  
    

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.  
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5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan  oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau Badan. 
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 

meyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati 
oleh orang pribadi atau Badan. 

7. Jasa Umum adalah  jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

8. Jasa Usaha adalah  jasa  yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. 
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 

pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk 

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 
menjaga kelestarian lingkungan. 

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, Firma, Kongsi,  Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, 

Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau 
oraganisasi lainnya, Lembaga, dan Bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap. 
12. Rumah Sakit Umum Daerah yang disingkat RSUD adalah Rumah Sakit 

Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.  
13. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang 

diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan 

atau pelayanan kesehatan lainnya. 
14. Pelayanan Rawat Jalan Umum adalah pelayanan kepada pasien untuk 

observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan 
kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.  

15. Pelayanan Rawat Jalan Khusus adalah pelayanan rawat jalan yang 
dilaksanakan di Poliklinik khusus, waktu 15.00 s.d 22.00, ditangani oleh Dokter 
atau Spesialis yang khusus, yang bisa dipilih pasien sepanjang Dokter tersebut 

sedang bertugas. 
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, 

diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya 
dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.  

17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang 

harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi resiko kematian 
dan kecacatan. 


